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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya

dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis

pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan

pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain

banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung mekanisme pembentukan peraturan daerah

yang baik serta lemahnya hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal

Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut kesatuan sistem hukum maka dalam pembentukan

peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan dalam pengumpulan data,

kemudian data-data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini

menyarankan agar dalam pembentukan peraturan daerah harus mengedepankan prinsip Negara Kesatuan

yang berdasarkan pada asas-asas yang berlaku dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Simpulan dari penelitian ini adalah

memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait dengan pengaturan pembentukan

peraturan daerah dan membangun hubungan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Hukum dan

HAM dengan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.Kata kunci :Pembentukan, Peraturan

Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia
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<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the legal politics of local governance in Indonesia, especially in the formation of

regional regulations since the new order era until the era of reform and regulatory analysis related to the

implementation of the formation of local regulations in Indonesia. Implementation of the current

formulation of local regulations often found a variety of problems in addition to the many local regulations

that contradict the higher legislation, the existing legislation has not supported the mechanism of the

establishment of good local regulations and weak coordination between local government relations with

vertical agencies Ministry of Justice and Human Rights in the formation of local regulations. The purpose of

this study is in the Unitary State of the Republic of Indonesia which adheres to the unity of the legal system

so in the formation of local regulations must be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution.

This research is normative law research by conducting library study in data collection, then the data obtained

is analyzed through qualitative approach. The results of this study suggest that in the formation of local

regulations should prioritize the principle of the Unitary State based on the prevailing principles and the
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above legislation and guided by Pancasila and the 1945 Constitution. The conclusion of this research is to

improve the existing legislation especially related to the regulation of the formation of local regulation and

to build coordination relationship between vertical institutions of the Ministry of Law and Human Rights

with local government in the formation of local regulations.Keywords Establishment, local regulations, the

unitary State of the republic of Indonesia


